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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 
   Kuesioner Penelitian

 Usia: Masa Kerja: Page Jenis Kelamin 
 

n     1/2 Laki  laki/ Permpuan 

Yth Bapak/ Ibu,  Saya Karina Anjasmara, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis program studi Akuntansi Universitas Nasional Jakarta 
Selatan. Saat ini yang sedang melakukan penelitian dalam 
rangka menyusun Tugas Akhir yang berjudul : 
"PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN 
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PERSEPSI 
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

 
 
Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi 
kuesioner ini dengan sebaik-baiknya dan jujur. Semua data 
dan informasi akan dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan 
untuk kepentingan akademis penelitian. 

 UNIVERSITAS NASIONAL  Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520  Telp: (021) 7806700 Faks: (021) 7802718 Email: info@unas.ac.id          
   
  

1.   OVERALL Check   the appropriate column SS, (Sangat Setuju) S, (Setuju) N, (Netral) TS, (Tidak Setuju) STS, (Sangat Tidak Setuju) I. Penerapan Good Governance Jawaban 
 S 

1. Partisipasi (Participation) 
 
Masyarakat dapat memberikan masukan sebagai bahan dasar 
dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah dari 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
berperan aktif dalam penyusunan anggaran mulai dari 
perencanaan hingga pemberian pendapat dan kritik  

 
     

 
 

     
 

2.   Kepastian Hukum 
 

Peraturan Daerah dan kebijakan publik yang disusun bersama 
adalah demi kepentingan masyarakat  

 
Pemerintah Daerah menjamin kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pengelolaan anggaran dan  dilakukan tanpa 
diskriminasi dan benturan kepentingan. 

SS S N TS STS 
 

     
 

     
 
 

PROGRAM STUDI 
AKUTANSI 
FAKULTAS EKONOMI  DAN BISNIS 
UNIVERSITAS 



3.   Transparan (Transparancy) 
 
Proses dan tahapan penyusunan anggaran dilakukan secara 
aman, sistemastis, dan transparan  
 
Pengguna laporan dapat dengan mudah memperoleh data dan 
informasi pengelolaan keuangan untuk kepentingan bersama  

SS S N T STS 
 

     
 
 

     
 

4.   Responsivitas (Responsiveness) 
   

Sistem pengaduan masyarakat dibentuk untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan 
perekonomian daerah  
 
Menindaklanjuti kritik dan saran mengenai pengelolaan 
keuangan dari masyarakat dengan cepat dan tanggap  

SS S N T STS 
 

     
 
 

     
 5.   Orientasi Konsensus (Consensus Orientation)  Melakukan pengelolaan keuangan dalan penyusunan rencana kerja SKPD yang berdasarkan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta usulan program dan kegiatan dari warga masyarakat  Membuat forum SKPD untuk membahas prioritas program dan kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dalam rancangan rencana kerja SKPD   

SS S N T STS 
 

     
 
 

     
 

6.   Keadilan (Equity)  Penyusunan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat   Masyarakat memperoleh bantuan finansial maupun non finansial untuk peningkatan kesejahteraan 

SS S N T STS 
 

     
 

     
7.   Efisiensi dan Efektivitas (Effeciency danEffectiveness)  Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran dan sasaran  Alokasi anggaran yang dilakukansudah sesuai    

SS S N T STS 
 

     
 

     
8.   Akuntabilitas (Accountability)  Laporan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan telah disusun secara berkala melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan tepat pada waktunya.  Menerapkan prosedur operasional standar yang berlaku pada prinsip-prinsip akuntabilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik  

SS S N T STS 
 

     
 
 

     
 9.   Visi Strategik (Strategic Vision)  Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun visi dan misi yang bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)   Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyusun anggaran dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah           

SS S N T STS 
 

     
 
 

     
 



II. Pengendalian Internal 
 1. Pegawai memahami tujuan-tujuan instansi dengan baik dan 

bertanggung jawab terhadap pencapaian dari tujuan-tujuan 
tersebut 

Jawaban SS S N T STS 
 

     
 

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai mekanisme dalam mengindentifikasi hambatan dari tujuan instansi 
      
 

3. Pegawai secara teratur mengevaluasi keseluruhan operasi dan efektifitas pengendalian intermalmeninjau keseluruhan fungsi dan keefektifan dari pengendalian internal secara berkala 
      
 

4. Segala bentuk informasi disampaikan secara efektif antara pimpinan, staf, dan bagian/bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 
      
 

5. Evaluasi terhadap seluruh sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik       
 

III. Kinerja Pengelolaan Keuangan 
 1. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaporkan memenuhi unsur efektivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Jawaban SS S N T STS       
 

2. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki manfaat umpan balik (feedback value) sebagai penganalisa keuangan periode lalu dan saat ini 
      
 

3. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah 
      
 

4. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun secara teratur dengan dokumen pendukung transaksi keuangan. 
      
 

5. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai manfaat prediktif sebagai bahan untuk menganalis anggaran tahun berikutnya 
      
 

6. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya 
      
 

7. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur efisiensi karena laporan keuangan yang dilakukan dengan bantuan sistem komputerisasi dan tenaga ahli 
      
 

8. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memenuhi unsur kebenaran nominal pada jumlah angka-angkanya sehingga menghasilkan informasi yang baik 
      
 



 
Sumber  : respository.unhas.ac.id 
  

 Pesan, kritik dan saran (jika ada)  .....................................................................................................
...................................................  

 
 

 Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak/ibu dalam mengisi Kuesioner dengan baik dan sebenar  benarnya, besar harapan dari hasil pengujian ini menjadi masukan kepada pimpinan untuk lebih baik dalam pelayanan masyarakat, begitupun saya dapat menyelasikan TA dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.  Salam hormat saya, Karina Anjasmara 
COMPLETED BY BPKD Provinsi DKI Jakarta 

 Name:   Position:  

Signature:  
 Date:  



 
Lampiran 2 : Output Statistik Deskriptif 
a. Variabel Good Governance 

 
 

b. Variabel Pengendalian Internal 

 
 



 
c. Variabel Kinerja Pengelola Keuaangan 

 
 

Lampiran 3 : Output Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
a. Variabel Good Governance 

 



 
b. Variabel Pengendalian Internal 

 
c. Variabel Kinerja Pengelola Keuaangan 

 
 



Lampiran 4 : Output Uji Normalitas 

 
 
Lampiran 5 : Output Uji Multikolinearitas 

Lampiran 6 : Output Uji Heteroskedastisitas 

Lampiran 7 : Output Uji Autokorelasi 



Lampiran 8: Output Regresi Linear Berganda (Persamaan 1) 

Lampiran 9 : Output Regresi Linear Berganda (Persamaan 2) 

Lampiran 10 : Output Regresi Linear Berganda (Persamaan 3) 






